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ABSTRAK 

 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI 

ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi kejahatan masa 

kini yang merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi. Salah satu 

bentuk kejahatan di bidang cybercrime yaitu tindak pidana prostitusi online. 

Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka 

yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan 

hanya diberikan untuk mucikari atau germo, para calo, dan pelacur sedangkan 

pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang 

mengaturnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum positif 

di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi online dan untuk mengetahui 

tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi online berdasarkan hukum 

positif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian 

hukum normatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya teknik pengumpulan 

bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, 

kemudian dilakukan analisa normatif kualitatif dan mendeskripsikannya dalam 

bentuk skripsi. Hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum positif di 

Indonesia terhadap pengguna jasa belum berlaku efektif dalam menjerat dan 

menanggulangi prostitusi online, karena sama sekali tidak mengatur mengenai 

pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online. Tinjauan yuridis terhadap 

pengguna jasa prostitusi online berdasarkan Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi tidak menyebutkan ketentuan mengenai pengguna jasa 

prostitusi online secara khusus, sehingga kedua undang-undang inipun tidak dapat 

menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi online. 

 

Kata Kunci : Prostitusi Online  
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ABSTRACT 

 

URIDICAL REVIEW OF THE USE OF ONLINE PROSTITUTION 

SERVICES BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA 

 Cybercrime is a form or dimension of today's crime which is one of the 

dark sides of technological advances.  One form of crime in the field of 

cybercrime is the crime of online prostitution.  In the provisions of positive law in 

Indonesia it only prohibits those who assist and provide sexual services illegally, 

meaning that the prohibition is only given to pimps or pimps, brokers, and 

prostitutes while users of commercial sex services themselves have absolutely no 

articles that regulate them.  The purpose of this research is to find out the 

regulation of positive law in Indonesia towards users of online prostitution 

services and to find out the juridical review of users of online prostitution services 

based on positive law in Indonesia.  The research conducted in this thesis is 

normative legal research.  In this study used a statutory approach and a 

comparative approach.  The legal materials used are primary, secondary and 

tertiary legal materials.  Furthermore, the technique of collecting legal material in 

this study was by means of a literature study, then carried out a qualitative 

normative analysis and described it in the form of a thesis.  The results of the 

study show that positive legal arrangements in Indonesia for service users have 

not been effective in ensnaring and tackling online prostitution, because they do 

not regulate service users in online prostitution crimes at all.  Juridical review of 

users of online prostitution services based on Number 11 of 2008 concerning 

Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning 

Pornography does not mention provisions regarding users of online prostitution 

services specifically, so that these two laws cannot ensnare service users in  

practice of online prostitution. 

 Keywords: Online Prostitution 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain “kejahatan” 

merupakan tanggungjawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu 

setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berembrio dari konstruksi 

masyarakat itu sendiri. 

Van Bammelen yang dikutip dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib 

mengatakan bahwa:1 

“Kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar 

norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan 

dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, 

atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak 

membenci segala tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya 

mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak 

sosial, ekonomi dan lain sebagainya.”. 

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban 

manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus 

operandinya. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka 

tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan 

 
1 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), PT 

Refika Aditama, Bandung, hlm 7. 
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kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus 

operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah 

membenarkan suatu adagium, bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada 

kejahatan”. 

Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak pada perubahan 

sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. 

Dampak adanya teknologi dibidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat 

merubah suatu Negara menjadi maju apabila Negara tersebut dapat mengolah, 

memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa 

yang akan terjadi apabila sebuah Negara yang memiliki media ini tidak dapat 

memanfaatkan dan mengolahnya dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka 

perkembangan tersebut bak pisau bermata dua, perkembangan media interaksi 

berbasis internet juga memiliki sisi negatif apabila Negara tersebut tidak dapat 

mengolah dan memanfaatkannya dengan baik. 

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari 

masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan 

mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat 

nasional.Globalisasi teknologi informatika, dan informasi komputer telah 

mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping 

memperpadat mobilisasi orang dan barang.  

Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk 

ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi 
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telekomunikasi, media dan komputer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, 

media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. 

Internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia.2 

Dengan internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya di dunia nyata. 

Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas di sana seperti ngobrol, kongkow-

kongkow, transaksi bisnis dan lain sebagainya. Internet seakan membentuk suatu 

realitas baru yang menjadikannya realitas kehidupan manusia secara dikotomis 

menjadi real life (kehidupan nyata) dan virtual life (kehidupan maya).3 

Internet kini tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya 

hidup masyarakat.Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Email, 

Facebook, E-Learning, E-Banking dan E-Goverment, dunia maya juga berdampak 

negatif dengan berkembangnya cybercrime, termasuk dibidang kesusilaan, seperti 

cyberporn, cyber prostitution, sex online dan cybersex. 

Pengaruh negatif dari perkembangan ini adalah munculnya cybercrime atau 

kejahatan komputer yang berdampak pula pada hukum nasional yang telah ada, 

sehingga dirasa diperlukannya penyesuaian hukum yang sesuai dengan kondisi 

dan perkembangan tesebut. Di Indonesia, tingkat penyalahgunaan jaringan 

internet juga tinggi hal ini dapat dilihat dari peneberitaan surat kabar Kompas 

yang berjudul Cyber Media Pada tanggal 19/3/2002 menulis bahwa berdasarkan 

AC Nielsen 2001 Indonesia ternyata menempati posisi ke enam terbesar di dunia 

 
2 Dewi Bunga, 2012,prostitusi cyber,udayana university press, Denpasar, hlm 1 
3www.webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kGTAkTFnG5gJ:perpustakaan.

uns.ac.id/jurnal/upload_file/196-fullteks.doc+&cd=7&hl=en&ct=clnk&client=firefox-adiakses 

pada         tanggal 23 oktober 2022 Pukul 21.18 WIB 

http://www.webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kGTAkTFnG5gJ:perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload_file/196-fullteks.doc+&cd=7&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a
http://www.webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kGTAkTFnG5gJ:perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload_file/196-fullteks.doc+&cd=7&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a
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atau ke empat di Asia dalam tindak kejahatan di internet. 

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan 

masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Cybercrime 

merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak 

negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. 4 

Adapun contoh kasus kejahatan di bidang cybercrime yang terungkap 

mengenai prostitusi online di Indonesia, yaitu : 

Polisi Tangkap Pengelola Situs Prostitusi Online di Bandung Andri Haryanto - 

detikNews Jakarta - Kepolisian menangkap seorang tersangka yang diduga 

menjadi otak di balik praktik prostitusi online di Bandung. "Di Bandung ada 

yang terungkap media online ini ya, itu kaitannya dengan penangkapan 

pengelola jasa situs online inisialnya W," kata Karopenmas Polri, Brigjen Pol 

Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kamis (7/2/2013). Boy 

tidak merinci profil tersangka yang diamankan kepolisian itu. Menurutnya, 

pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan terkait pengungkapan 

tersebut. "Sedang dilakukan proses hukum di Polda Jabar," ujarnya. Saat ini, 

W dijerat dengan pelanggaran pasal 45 ayat 1 Uu 11/2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 34, 35 UU 44/2008 tentang Pornografi, 

dan pasal 378 KUH Pidana. "Ancamannya paling lama 12 tahun penjara," 

terangnya. Polisi menyita sebuah laptop, dua HP, dan beberapa buku rekening 

dari tangan tersangka. Buku rekening tersebut diduga menjadi penampungan 

uang dari para member yang bertransaksi jasa prostitusi online yang dikelola 

W. Boy mengakui, pihaknya mendapatkan kendala dalam pemantauan situs 

yang mengarah pada tindak pidana atau kriminal. "Kita berharap kepada 

masyarakat untuk dapat melaporkan ke kita karena tidak semua situs 

terpantau oleh kepolisian, yang jumlahnya ribuan, jutaan," imbau Boy. 

Kejahatan prostitusi cyber di Indonesia pertama kali terungkap pada bulan 

Mei 2003 dimana pada waktu itu Satuan Reskrimsus cybercrime Polda Metro 

Jaya berhasil menangkap mucikari cyber. Pelakunya adalah sepasang suami 

istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi cyber ini adalah 

modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. 

 
 

4 Soejono dan H. Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta 

,,hlm 56 



5 
 

  

Pemilik web ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim 

yang siap melayani customer. Para peminat hanya cukup menghubungi 

Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan dihalaman web, 

kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan kekamar hotel atau 

keapartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.5 

 

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah 

atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat 

lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan 

pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam 

bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu di tempat-

tempat yang biasa menjajakan diri. Menggunakan media internet adalah salah 

satunya. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung 

menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini 

seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu 

langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai 

jasanya. 

Pelanggaran kesusilaan termasuk di dalamnya cyberporn dan prostitusi 

dengan menggunakan sarana elektronik atau internet Dalam hal ini cyberporn 

berasal dari kata cyber dan porn. Cyber lebih erat hubungannya terhadap media 

baru atau online yang menggunakan jaringan internet untuk penggunaannya. 

Sedangkan porn atau Pornografi, katanya (dari bahasa Yunani pornographia 

secara harafiah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur,kadang kala juga 

disingkat menjadi penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia 

 
5 Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Rineka 

Cipta, Jakarta, hlm. 23. 
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secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). 

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya 

saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak 

orang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya 

merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. 

Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka 

yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal6, artinya larangan 

hanya diberikan untuk mucikari atau germo, para calo, dan pelacur sedangkan 

pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang 

mengaturnya. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak 

dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau pengguna 

jasa seks komersialnya jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput 

dari perhatian aparat penegak hukum. Cara penertiban seperti ini menunjukkan 

adanya ketidakadilan gender, karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan. 

Adanya ketidakadilan gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan 

prostitusi, karena pelacur merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan 

laki-laki diluar perkawinan. Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan 

sebagai pihak yang disewa, sedangkan laki-laki (pengguna jasa) sebagai pihak 

penyewa. 

 
6 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta.hlm 171 
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Penanggulangan prostitusi hanya pelacurnya saja selaku pihak yang disewa 

dikenakan sanksi sedangkan pihak yang menyewa tanpa diberi sanksi. Secara 

normatif diskriminasi terhadap perempuan telah dihapuskan berdasarkan Konvensi 

Wanita (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1984. Namun dalam kenyataanya masih tampak adanya nilai- nilai budaya 

masyarakat yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut dapat menghambat 

terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam penegakkan hukum terkait 

dengan penanggulangan prostitusi. Padahal jika merujuk pada hukum ekonomi, 

orang akan menyediakan jasa/barang dikarenakan adanya permintaan. Dengan 

demikian, pelacur muncul karena ada yg membutuhkan. Seharusnya jika ada 

istilah Wanita Tuna Susila (WTS) sebagai penjual layanan seks komersial 

harusnya juga ada istilah Pria Tuna Susila (PTS) sebagai pengguna jasa layanan 

seks komersial sebagai padanan yang tepat, sehingga dengan demikian baik laki-

laki maupun perempuan yang terlibat dalam prostitusi mempunyai kedudukan 

yang sama untuk disalahkan, termasuk diberi label yang sama sebagai suatu 

perbuatan yang tidak bermoral. 

Di Indonesia pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktek- praktek 

prostitusi. Dikatakan tidak tegas karena pengaturan mengenai tindak pidana 

prostitusi online tidak adanya mengatur ketentuan tentang hukuman bagi pengguna 

jasa seks komersial. Sehingga mereka yang menggunakan jasa pekerja seks 

komersialpun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.  
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Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ketentuan yang berhubungan 

dengan masalah prostitusi sangat sedikit dan sederhana, yaitu Pasal 290, Pasal 297 

dan Pasal 506 KUHP. Ketentuan ini tidak dapat digunakan terhadap pengguna jasa 

prostitusi itu secara tegas, karena ketentuan ini hanya berlaku terhadap pelaku dan 

pengguna yang telah menikah, penyedia fasilitas dan penerima keuntungan atau 

yang disebut mucikari atau germo.7 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji mengenai kejahatan prostitusi secara online lebih mendalam dan 

menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Normatif 

Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online bedasarkan Hukum Positif di 

Indonesia”. Dengan harapan masalah prostitusi ini segera bisa diatasi dan tidak 

berdampak pada kehidupan masyarakat yang mana saat ini merupakan masalah 

yang sangat penting untuk diperhatikan.8 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna 

jasa  prostitusi online? 

2. Bagaimana tinjauan yuridis  terhadap   pengguna jasa prostitusi   

online berdasarkan Hukum Positif di Indonesia? 

 
 

7 Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum NoratL Bayumedia             

Publishing, Malang, hlm. 300 
8 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Adiya 

Bakti,Bandung  hlm. 113 
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C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Prostitusi merupakan tindak pidana yang sudah sangat lumrah kita temui 

dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan mudahnya akses untuk mencari 

tempat untuk pelacuran menyebabkan para pengguna jasa datang dan 

menyalurkan hawa nafsunya. Sehingga tindak pidana ini semakin marak 

terjadi. Tingginya angkat pelacuran menyebabkan sebuah keresahan dan juga 

ketakutan bagi masyarakat. Ketakutan ini bukan lagi ketakutan tanpa alasan, 

mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering kali dianggap 

sebagai sampah masyarakat yang nista dan hina. Berkaca dari hal tersebut 

bagaimana jika tindak pidana ini terjadi pada orangorang terdekat seperti 

saudara, dan anak, tentu saja hal ini akan menimbulkan penilaian-penilaian 

negatif dari lingkungan terdekat. 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk menggambarkan pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap 

pengguna jasa prostitusi online. 

2. Untuk menggambarkan tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa 

prostitusionline berdasarkan Hukum Positif di Indonesia 

D. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definsi atau konsep-konsep khusus 

yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian 
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ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan 

istilah-istilah yang terkait dengan permasalah, antara lain  

1. prostitusi online adalah transaksi prostitusi yang menggunakan media 

internet sebagai sarana penghubung antara pekerja seks komersial dengan 

yang ingin menggunakan jasanya. 

2. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan 

atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan 

penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Konsep 

hukum real merupakan konsep yang berlawanan dengan konsep hukum 

alam. 

3. jasa adalah pelayanan dalam hal ilmu ekonomi, namun pelayanan 

ekonominya akan melibatkan beberapa interaksi ataupun hubungan 

dengan konsumen atau bisa juga dengan berbagai barang yang lebih 

bersifat kepemilikan dan juga memiliki. 

E. Metode penelitian 

Untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan yang ada diperlukan 

adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang 

bersifatilmiah. Menurut Koencoroningrat, metode ilmiah adalah segala cara dalam 

rangkailmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan sehingga hasil 

pembahasannya dapat dipertanggung jawabkan sebagai penulisan yang bersifat 

ilmiah. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulisan 

iniadalah sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif 

(normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan 

terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali 

disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya 

adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam 

Penelitian hukumnormatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

mempelajaripermasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang tindak pidana 

prostitusi online.  

2. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dari 

ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu 

informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di 

balik bahan hukum. 

3. Bahan Hukum 

 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. 

Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi 

online di Indonesia yang terdapat pada : 
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a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

 

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

 

4. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), 

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian(hukum), hasil karya 

(ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan tindak 

pidana prostitusi online di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Buku-buku Kepustakaan 

b. Artikel-artikel 

c. Media cetak 

d. Internet 

 

5. Bahan hukum Tersier 

 

Bahan hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier 

misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya. 

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

  

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara 

studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang 

terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan 
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hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum 

tersier yang berupa kamus,ensiklopedia yang terkait dengan pengguna jasa 

prostitusi online di Indonesia. 

7. Teknik Analisa Bahan Hukum 

 

Analisa data yang dilakukan secara Normatif kualitatif yaitu Pembahasan dan 

penjabaran data hasil penelitianyang mendasarkan pada norma-norma atau 

kaidah-kaidah hukum serta doktrin-dokrin yang  relevan dengan permasalahan. 

 

Analisa preskriptif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, 

nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-

norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan 

yang disajikan dalam bentuk skripsi. 

F. SISTEMATIKA PENULIS  

 

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) 

Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum penelitian 

yang terdiri dari: latar belakang masalah, Rumusan masalah, Ruang 

lingkup dan tujuan , kerangka konseptual, metode  penelitian, dan 

sistematika penelitian. 
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BAB II :Tinjauan Pustaka  

membahasa Tinjauan umum Tindak pidana,tinjauan umum prostitusi; 

pengertian, prostitusi, pelaku dalam praktek tindak pidana prostitusi 

online, pengguna jasa. 

BAB III : Pembahasan  

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna 

jasa prostitusi online 

2. Bagaimana tinjauan yuridis   terhadap   pengguna jasa prostitusi   

online berdasarkan Hukum Positif di Indonesia 

BAB IV: Penutup 

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang 

dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran. 
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